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Article Info: Abstract: Coastal areas play a strategic role in supporting economic, social, and 

environmental activities, thereby requiring well-planned and sustainable 
management. During the period 2015–2024, the coastal region of West Sumatra 
experienced significant land-use changes driven by population growth, residential 
expansion, infrastructure development, and the implementation of government 
development and spatial planning policies. While these changes have contributed 
to regional development, they have also increased pressure on coastal ecosystems, 
particularly in relation to coastal erosion risks. This study aims to analyze land-use 
changes in the coastal areas of West Sumatra during the 2015–2024 period and 
examine their relationship with population growth, government policies, and the 
potential for future coastal erosion. The research employed a quantitative 
descriptive method with a Geographic Information System (GIS)-based spatial 
analysis approach using overlay techniques on satellite imagery, population data, 
and spatial planning policy documents. The results indicate that residential and 
built-up areas increased from 12,450 hectares to 16,870 hectares, representing a 
growth of approximately 35.5%. In contrast, mangrove areas decreased by 24.2%, 
while agricultural land declined by 17.0%. These findings suggest that population 
growth and government development policies have contributed to land-use 
conversion in coastal areas. The reduction of mangrove ecosystems, which function 
as natural coastal protection, has further increased the vulnerability of these areas 
to coastal erosion. Therefore, strengthening the role of government in spatial 
planning control, coastal ecosystem protection, and the formulation of sustainable 
development policies is essential. The findings of this study are expected to provide 
valuable input for policymakers in designing more effective and sustainable coastal 
management strategies. 
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Pendahuluan 
Wilayah pesisir Sumatera Barat dimanfaatkan 

untuk berbagai kegiatan, seperti perikanan, 
permukiman, dan pembangunan infrastruktur. 
Meningkatnya aktivitas tersebut menyebabkan 
perubahan penggunaan lahan yang berpengaruh 
terhadap kondisi lingkungan pesisir, termasuk 

meningkatnya risiko abrasi. Perubahan penggunaan 
lahan dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk dan 
pembangunan wilayah. Jumlah penduduk Sumatera 
Barat meningkat dari 5.534.472 jiwa pada tahun 2020 
menjadi 5.640.629 jiwa pada tahun 2022, sehingga 
kebutuhan lahan untuk berbagai aktivitas juga semakin 
bertambah. Selain itu, kebijakan penataan ruang dan 
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pembangunan infrastruktur turut memengaruhi 
pemanfaatan lahan di kawasan pesisir. Berkurangnya 
vegetasi pantai, terutama mangrove, menyebabkan 
perlindungan alami pantai menurun dan meningkatkan 
kerentanan terhadap abrasi. Oleh karena itu, penelitian 
ini dilakukan untuk mengkaji perubahan penggunaan 
lahan di wilayah pesisir Sumatera Barat serta 
hubungannya dengan pertumbuhan penduduk, 
kebijakan pemerintah, dan ancaman abrasi. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan 
deskriptif kuantitatif berbasis Sistem Informasi 
Geografis (SIG). Analisis dilakukan dengan teknik 
tumpang susun (overlay) terhadap data penggunaan 
lahan, kependudukan, dan RTRW untuk 
mengidentifikasi perubahan lahan serta kaitannya 
dengan potensi abrasi di wilayah pesisir Sumatera Barat. 

 

Metode  
Penelitian ini menggunakan pendekatan 

deskriptif kuantitatif dengan analisis spasial berbasis 
Sistem Informasi Geografis (SIG). Data yang digunakan 
meliputi citra satelit tahun 2015 dan 2025, data 
kependudukan, serta dokumen RTRW. Analisis 
dilakukan menggunakan teknik overlay untuk 
mengidentifikasi perubahan penggunaan lahan dan 
keterkaitannya dengan distribusi penduduk. Penelitian 
dilaksanakan pada Januari–Mei 2025 dengan wilayah 
kajian meliputi pesisir Sumatera Barat. 

 
Hasil dan Diskusi 
Kondisi Umum Wilayah Pesisir Sumatera Barat 

Wilayah pesisir Sumatera Barat memiliki posisi 
strategis karena berbatasan langsung dengan Samudra 
Hindia. Kondisi ini menjadikan wilayah pesisir sebagai 
pusat aktivitas ekonomi seperti perikanan, 
perdagangan, dan permukiman. Namun, tingginya 
aktivitas tersebut juga menyebabkan tekanan terhadap 
lingkungan pesisir semakin meningkat. Secara spasial, 
perkembangan wilayah cenderung terkonsentrasi di 
sepanjang garis pantai (coastal clustering), yang 
menunjukkan adanya intensifikasi pemanfaatan ruang 
di kawasan pesisir. Kondisi ini berimplikasi pada 
meningkatnya kerentanan terhadap kerusakan 
lingkungan, terutama abrasi Pantai. 

 
Analisis Perubahan Penggunaan Lahan 

Perubahan penggunaan lahan di wilayah pesisir 
Sumatera Barat menunjukkan pola transformasi ruang 
yang cukup kompleks dan bersifat multidimensi. 
Perubahan ini tidak hanya dapat dilihat sebagai 
perubahan fisik lahan dari vegetasi menjadi lahan 
terbangun, tetapi juga sebagai perubahan fungsi 
ekologis, sosial, dan ekonomi dalam suatu sistem 
wilayah. Terutama untuk permukiman, infrastruktur 
jalan, fasilitas umum, dan kawasan perdagangan, luas 

lahan terbangun telah meningkat pesat dalam beberapa 
dekade terakhir. 

 

Gambar 1. Peta Perubahan Penggunaan Lahan Wilayah 
Pesisir Sumatera Barat Tahun 2015 

 

 
Gambar 2. Peta Perubahan Penggunaan Lahan Wilayah 

Pesisir Sumatera Barat Tahun 2025 
 
Perubahan ini menunjukkan bahwa alih fungsi 

lahan sedang terjadi, yang pada beberapa titik tidak 
dapat kembali. Dengan kata lain, konversi lahan 
menjadi kawasan terbangun itu sifatnya cenderung 
permanen, jadi bakal sulit sekali untuk 
mengembalikannya ke rona awal. Proses ini terjadi 
secara bertahap, dimulai dari pembukaan lahan kecil, 
kemudian berkembang menjadi permukiman padat, 
hingga akhirnya membentuk kawasan urban pesisir 
yang terintegrasi. 

 
Tabel 1. Peta Perubahan Penggunaan Lahan Wilayah 
Pesisir Sumatera Barat Tahun 2015–2025 
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Tabel 2. Peta Persentase Perubahan Penggunaan Lahan 
Wilayah Pesisir Sumatera Barat Tahun 2015–2025 

 
 
Dari tabel tersebut terlihat bahwa peningkatan 

terbesar terjadi pada lahan permukiman, sedangkan 
penurunan terjadi pada lahan vegetasi seperti hutan dan 
semak belukar. Hal ini menunjukkan adanya alih fungsi 
lahan secara signifikan. 
 
Hubungan dengan Pertumbuhan Penduduk 

 Dinamika perubahan tata guna lahan dan 
pertumbuhan populasi di pesisir Sumatera Barat 
memiliki hubungan yang sangat kuat. Hubungan ini 
bersifat logis karena peningkatan jumlah penduduk 
secara langsung menyebabkan peningkatan kebutuhan 
akan ruang, terutama untuk permukiman dan 
infrastruktur pendukung kehidupan. Karena wilayah 
pesisir memiliki daya tarik ekonomi yang lebih besar 
dibandingkan wilayah pedalaman, kondisi ini menjadi 
lebih kompleks. 

Data menunjukkan adanya peningkatan jumlah 
penduduk yang sejalan dengan bertambahnya luas 
lahan terbangun. Hal ini mengindikasikan bahwa 
pertumbuhan penduduk menjadi faktor utama dalam 
mendorong perubahan penggunaan lahan di wilayah 
pesisir. 
 
Tabel 3. Pertumbuhan Penduduk dan Luas Lahan 
Terbangun 

 
 
Pengaruh Kebijakan Pemerintah 

Kebijakan pemerintah sangat memengaruhi 

strategi konversi lahan di wilayah pesisir Sumatera 
Barat. Pemerintah menetapkan zonasi ruang dengan 
tujuan menjaga keseimbangan antara pembangunan 
dan upaya konservasi lingkungan melalui instrumen 
perencanaan seperti RTRW. Selain faktor regulasi, 
percepatan pembangunan infrastruktur juga 
memainkan peran penting dalam meningkatkan 
aksesibilitas di wilayah pesisir. Tapi masalahnya, begitu 
masuk ke tataran praktik, sering kali ada jarak yang 
lumayan jauh antara apa yang direncanain di atas kertas 
sama realisasi kebijakannya di lapangan. Banyak 
kawasan yang secara formal ditetapkan sebagai 
kawasan lindung atau sempadan pantai, tetapi 
faktanya, banyak lokasi telah diubah menjadi area 
terbangun. Kondisi ini menunjukkan bahwa manajemen 
tata ruang tidak efektif; perubahan dalam penggunaan 
lahan terjadi lebih cepat daripada perencanaan yang 
telah ditetapkan. 

Sebaliknya, pembangunan infrastruktur seperti 
jalan pesisir, pelabuhan, dan destinasi wisata baru 
memiliki dampak yang cukup rumit bagi daerah 
sekitarnya. Di satu sisi meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi, tetapi di sisi lain membuka akses terhadap 
wilayah yang sebelumnya tidak terjamah, sehingga 
mempercepat proses konversi lahan. Dengan demikian, 
kebijakan pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai 
pengendali, tetapi juga sebagai faktor tidak langsung 
yang mempercepat perubahan penggunaan lahan. 
 
Dampak terhadap Lingkungan Pesisir 

Transformasi tata guna lahan ini pada realitasnya 
memicu konsekuensi ekologis yang cukup serius di 
zona pesisir Sumatera Barat. Kerusakan yang paling 
krusial terjadi pada degradasi vegetasi pantai seperti 
mangrove, yang berakibat pada melemahnya sistem 
proteksi alami terhadap energi gelombang laut. Begitu 
vegetasi ini lenyap, garis pantai pun jadi langsung 
berhadapan langsung dengan laut lepas. Kondisi yang 
terbuka tanpa pelindung ini jelas bikin kawasan tersebut 
jadi sasaran empuk ancaman abrasi. 

Selain itu, meningkatnya kawasan terbangun 
menyebabkan perubahan karakteristik hidrologi 
wilayah pesisir. Konversi ini mengubah karakteristik 
tanah dari yang semula bersifat porus (menyerap air) 
menjadi lapisan impermeabel (kedap air), yang 
berujung pada melonjaknya volume limpasan 
permukaan serta memperbesar risiko banjir lokal. 
Kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan 
penggunaan lahan memengaruhi aspek fisik dan sistem 
hidrologi wilayah.   

Secara ekologis, keadaan ini menunjukkan bahwa 
fungsi ekosistem pesisir secara bertahap hilang. 
Ketidakseimbangan antara sistem alami dan aktivitas 
manusia menyebabkan wilayah pesisir kehilangan 
kemampuan adaptifnya terhadap gangguan 
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lingkungan. 
 
Analisis Ancaman Abrasi Pantai 

Pada dasarnya, dinamika abrasi pantai di 
Sumatera Barat menunjukkan hubungan antara 
komponen biofisik alami dan aktivitas manusia. Karena 
berada di tepi Samudra Hindia, karakteristik wilayah ini 
secara alami terpapar energi gelombang tinggi. Dengan 
demikian, intervensi aktivitas manusialah yang menjadi 
katalis utama di balik percepatan laju abrasi di 
lapangan. 

Menurut hasil pemetaan, daerah dengan 
intensitas konversi lahan yang tinggi cenderung 
memiliki laju abrasi yang lebih tinggi. Kondisi ini 
menunjukkan hubungan spasial yang kuat antara 
aktivitas manusia dan tingkat kerentanan ekosistem 
pesisir. Proses abrasi terjadi ketika material pantai 
dikikis oleh energi gelombang karena vegetasi 
pelindung berkurang. 

Selain itu, pola arus dan distribusi sedimen 
diubah oleh pembangunan di sekitar pantai, yang 
mempercepat perubahan garis pantai. Dalam beberapa 
wilayah, perubahan garis pantai tidak hanya berupa 
abrasi tetapi juga akresi, namun dominasi abrasi lebih 
tinggi pada wilayah dengan aktivitas manusia yang 
intensif (Rizki & Ananda, 2023; Yuerisman, 2024). 
Dengan demikian, abrasi di wilayah pesisir Sumatera 
Barat tidak dapat dipahami hanya sebagai fenomena 
alam, tetapi juga sebagai hasil interaksi manusia dengan 
lingkungan yang semakin intensif. 
 
Implikasi Pengelolaan Wilayah Pesisir 

Menurut penelitian ini, pendekatan spasial yang 
lebih komprehensif diperlukan untuk pengelolaan 
wilayah pesisir. Oleh karena itu, pengawasan zona 
pantai yang terintegrasi (ICZM) semakin mendesak 
untuk diadopsi. Konsep ini unggul karena dapat 
mengintegrasikan kepentingan ekologi, sosial 
masyarakat, dan ekonomi ke dalam sistem pengelolaan 
yang terpadu. 

Dalam rangka mengawal keberlanjutan wilayah 
pesisir, upaya pengendalian konversi lahan secara 
mutlak harus diposisikan sebagai agenda prioritas yang 
tidak bisa ditawar lagi. Untuk mengurangi risiko abrasi 
di masa mendatang, rehabilitasi vegetasi pantai, 
penguatan operasi RTRW, dan peningkatan kesadaran 
masyarakat adalah langkah penting. Tren perubahan 
penggunaan lahan saat ini akan terus terjadi tanpa 
pengelolaan yang baik, meningkatkan kerentanan 
wilayah pesisir Sumatera Barat terhadap abrasi dan 
kerusakan lingkungan. 

 
Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan 
bahwa perubahan penggunaan lahan di wilayah pesisir 

Sumatera Barat menunjukkan kecenderungan yang 
signifikan menuju peningkatan kawasan terbangun. 
Perubahan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang 
saling berkaitan, terutama pertumbuhan penduduk 
yang terus meningkat, kebijakan pembangunan 
pemerintah, serta dinamika aktivitas ekonomi di 
wilayah pesisir. 

 Pertumbuhan penduduk terbukti menjadi 
faktor utama yang mendorong peningkatan kebutuhan 
ruang, khususnya untuk permukiman dan infrastruktur. 
Hal ini menyebabkan terjadinya konversi lahan secara 
terus-menerus dari lahan alami seperti hutan, 
mangrove, dan lahan pertanian menjadi kawasan 
terbangun. Selain itu, kebijakan pemerintah dalam 
pembangunan infrastruktur dan pengembangan 
wilayah turut mempercepat proses perubahan 
penggunaan lahan, meskipun dalam beberapa kasus 
implementasinya belum sepenuhnya sesuai dengan 
rencana tata ruang yang telah ditetapkan. 

Dampak dari perubahan penggunaan lahan 
tersebut terlihat jelas pada menurunnya kualitas 
lingkungan pesisir, terutama akibat berkurangnya 
vegetasi pelindung seperti mangrove. Kondisi ini 
menyebabkan meningkatnya kerentanan wilayah 
pesisir terhadap abrasi pantai dan gangguan lingkungan 
lainnya. Dengan demikian, perubahan penggunaan 
lahan di wilayah pesisir Sumatera Barat tidak hanya 
mencerminkan dinamika pembangunan, tetapi juga 
menunjukkan adanya tekanan terhadap keberlanjutan 
lingkungan. 

 Oleh karena itu, diperlukan upaya pengelolaan 
wilayah pesisir yang lebih terintegrasi dan 
berkelanjutan, melalui penguatan kebijakan tata ruang, 
konservasi ekosistem pesisir, serta peningkatan 
kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan. 
Pendekatan berbasis spasial seperti Sistem Informasi 
Geografis (SIG) juga perlu terus dikembangkan sebagai 
alat pendukung dalam pengambilan keputusan yang 
lebih tepat dan efektif. 
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